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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis
	2.1.1. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan, merupakan pajak yang dipungut atas sesuatu yang dihasilkan setiap warga negara di Indonesia. Menurut Prasetyo (2011:46), “pajak penghasilan adalah  pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”.
Sementara, menurut Setiawan (2006:4),  “pajak penghasilan adalah pengenaan pajak diterapkan kepada setiap orang pribadi atau badan usaha yg memperoleh  penghasilan”. Adapun menurut Siti Resmi (2011:74),  “pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek  Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam  satu  pajak”.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pajak penghasilan merupakan pendapatan negara yang dipungut dari penghasilan wajib pajaknya. Pajak penghasilan sebagaimana, telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan: 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991; 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994; 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000; dan 4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan System Self Assessment. Oleh karena itu tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
4. Lebih memberikan kepastian  hukum, konsistensi, dan transparasi;
5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkat daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun dalam negeri di bidang-bidang usaha terutama yang mendapat prioritas.
	2.1.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 
2.1.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Pajak Penghasilan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi atau Badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari  modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Pasal 21. 
Menurut Siti Resmi (2011:41), “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pemotongan pajak oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT)”. Sedangkan, Menurut Atep Adya Brata (2011:435), “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah mengatur pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa lainnya yang sudah dipotong PPh Pasal 21”.
Sementara, menurut Direktorat Jendral Pajak,  “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”. Berdasarkan pengertian para ahli sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa perusahaan ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilaan (PPh) Pasal 23 terdiri atas : 1) Badan pemerintah. 2) Subjek pajak badan dalam negeri. 3) Penyelengara kegiatan. 4) Bentuk usaha tetap. 5) Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu :
1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan  pembukuan atas pembayaran  berupa sewa.
2.1.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (Brata, 2011:435) antara lain sebagai berikut. 
1. Pasal 23 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat undang-undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang 	jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 	Huruf e Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 	Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 	2008.
2.1.2.3. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 (Seri PPh Pasal 23 Nomor 7) Direktorat Jendral Pajak
Pemotongan PPh Pasal 23 diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE12/PJ.4/1996 tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23. Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23.
Berdasarkan prinsip diatas dapat dipahami bahwa : 1) Atas transaksi transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. 2) Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. 3.) Berkenaan dengan uraian diatas maka ketentuan mengenai pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.1.2.4. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1)  yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 	maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk didalamnya : 1) Dividen; 2) Bunga; 3) Royalti; Selanjutnya, 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 23; 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 5 ayat (2). 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
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2.1.2.5. Jasa-jasa yang dikenai oleh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Berikut ini yang termasuk objek pajak penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pertama, Dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Pasal 4 ayat (3) huruf (f), dividen yang diterima oleh PT sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan Objek Pajak dengan syarat tertentu.
Kedua, Bunga. Bunga dikenal juga sebagai imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian 	utang. Ketiga, Royalti. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan atas penggunaan hak, seperti hak cipta, hak paten, merk dagang, dan lain sebagainya. Royalti terdiri dari tiga kelompok yaitu imbalan yang sehubungan dengan penggunaan sebagai berikut. 
1. Hak atas harta tidak berwujud, seperti hak cipta
2. Hak atas harta yang berwujud, seperti atas alat-alat industri
3. Informasi yang belum diungkapkan secara umum dan mungkin belum dipatenkan, seperti pengalaman dibidang 	usaha, dan lainnya.
Keempat, Hadiah, Penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 
Hadiah sebagaimana dimaksud adalah hadiah undian, pekerjaan atau kegiatan. Misalnya, seperti hadiah undian tabungan, hadiah perlombaan dan lain sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diterima sebagai reward seperti benda-benda berkala (tropi, piala, dan sebagainnya).
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah sebagai berikut.
1. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, mini bus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23.
2. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan disewa atau dicarter untuk waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak 	tertulis kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23.
3. Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu, yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan berdasarkan suatu perjanjian 	tertulis atau tidak tertulis kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara 	tertulis maupun lisan.
4. Jasa Teknik dan Manajemen. Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenan dengan pengalaman dalam  bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan, jasa teknik dapat meliputi : 1) Pelaksanaan suatu proyek; 2) Pembuatan dalam suatu jenis produk; 3) Jasa teknik dapat pula pemberian informasi yang berkenan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
Berdasarkan S-1165/PJ.53/2003, termasuk pengertian jasa 	teknik adalah jasa penelitian. Adapun yang dimaksud dengan jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen.
2.1.2.6. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Di dalam penelitian ini, penulis meneliti data tahun 2017 dan hanya memfokuskan pada masa Januari 2017 dan Februari 2017 saja. Pada tahun 2008 diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2009. Tarif pajak resmi Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar dua persen (2%) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dasar pengenaan pajak.
2.1.2.7. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Menurut Brata (2011:442) tata caranya sebagai berikut.
Tata cara pemotongan Pajak Penghasila (PPh) Pasal 23 dilakukan oleh pemotong pajak dengan cara sebagai berikut.
1. Dipotong pada saat dilakukan pembayaran.
2. Memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.
3. Lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada WP yang bersangkutan sebagai bukti pemotongan.
Tata cara penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Penyetoran pajak oleh pemotongan dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan sebagai berikut.
1. Besarnya potongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan di jumlahkan.
2. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan disetor ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya,
3. Penyetoran dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos, lalu penyetor menerima SSP lembar 1 dan 3.
Tata cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
1. Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat selama 1 (satu) bulan dicatat dalam daftar Bukti Pemotongan Pajak (rangkap 2),
2. Bendahara atau Pemotong Pajak mengisi dengan lengkap dan benar from SPT Masa PPh Pasal 23 rangkap dua dilampiri lembar ketiga SSP, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dan lembar ke-2 bukti pemotongan.
3. Atas SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah diisi lengkap beserta lampirannya, harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur nasional maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya,
4. Bendahara menerima tanda terima pelaporan SPT dari Kantor Pelayanan Pajak (Lembar LPAD) Sebagai bukti telah melapor.
Tata cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  
Menurut Mardiasmo (2016:289-291) cara menghitung PPh Pasal 23 diantaranya sebagai berikut.
1. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Dividen.
	Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
 PPh Pasal 23 = 15% x Bruto
2. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Bunga, Termasuk premium, Diskonto, dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang.
Atas Penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah Bruto.
`	  PPh Pasal 23 = 15% x Bruto 
3. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Royalti.
Atas penghasilan yang berupa royalti akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah Bruto.
PPh Pasal 23 = 15% x Bruto
4. Cara menghitung PPh Pasal 23 Atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya.
Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan yang diterima oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
 PPh Pasal 23 = 15% x Bruto
5. Cara menghitung PPh Pasal 23 Atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
	Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dana atau bangunan) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 PPh Pasal 23 = 2% x Bruto
6. Cara menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan  	Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 23 = 2% x Bruto

2.1.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
1. Pengertian NPWP
Menurut Mardiasmo (2016:29-31) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
2. Fungsi NPWP
a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
3. Pencantuman NPWP
Dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

4. Pendaftaran NPWP
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada 	kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 	tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Sanksi 
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2.1.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Menurut Mardiasmo (2016:33) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasar Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
Setiap wajib pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan  wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah yang memiliki kriteria berikut.
1. Memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
2. Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya. 
Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan.


2.1.5. Pemungutan Pajak
2.1.5.1. Sistem Pemungutan Pajak
Lilis Puspitawati dan Sri Dwi Angga Dini (2011:1) menyatakan bahwa “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sarana tertentu. Sedangkan menurut”Siti Resmi (2011:1) mengatakan dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, Antara lain :
1. Official Assessment System
Official Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan  (peranan dominan dan aparatur perpajakan).
2. Self Assessment System
Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan hal berikut.
1) Menghitung sendiri pajak yang terhutang;
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang;  
3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang;
4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang; dan
5) Mempertanggung jawabkan pajak yang terhutang.
Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak). Maka dari itu PT  Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) menggunakan sistem ini karena sangat baik bagi wajib pajak untuk lebih efektif dalam masalah perpajakan.
3. With Holding System
With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pihak ketiga yang di tunjuk.
2.1.5.2. Syarat Pemungutan Pajak	
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Mardiasmo (2016:4) sebagai berikut.
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundangan-undangan antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi   negara maupun warganya.
3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Misalnya : 
a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan  disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi). 
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu
2.2.1. Muhamad Iskandar (2015)
Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Sigma Cipta Utama.
Berdasarkan penelitian Muhamad Iskandar (2015), mekanisme pemotongan yang dilakukan PT Sigma Cipta Utama sudah tidak lagi menggunakan sistem manual, tetapi menggunakan sistem SAP (sistem analisis program/software). Selanjutnya, membuka nomer kode dokumen dan dilakukan pemotongan atas pajak PPh Pasal 23 yang selanjutnya akan di entri oleh bagian keuangan di SAP lalu diterbitkan invoice kemudian dilakukan pembayaran total bersih PPh Pasal 23.
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Sigma Cipta Utama sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Oleh karena itu PT Sigma Cipta Utama telah memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai pemotong pajak khususnya PPh Pasal 23. Sehingga tidak  pernah mengalami keterlambatan maupun kekeliruan dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2.2.2. Astri Ayu Indriani Handarini (2013) 

Sistem Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Berdasarkan penelitian Astri Ayu Indriani Handarini (2013), PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam sistem pemotongan PPh Pasal 23 sudah tidak lagi menggunakan sistem manual, perhitungannya sudah menggunakan SAP. Proses pemotongan PPh Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang digunakan yaitu PMK/No.244. 03/2008. 
PT PLN (Persero) Kantor Pusat sudah melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 23 dan telah 	menghitung dengan benar dan memenuhi kewajibannya. Sehingga tidak pernah mengalami keterlambatan serta tidak ada kekeliruan, sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). 
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